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ABSTRAK 

Didalam sistem hukum juga ada tiga pilar yang utama yaitu, perbuatan pidana (asas 

legalitas), pertanggung jawaban pidana (asas culpabilitas), dan pemidanaan. Dibidang 

hukum pidana, analogi sebenarnya sudah tidak termasuk lagi bagian dari interprestasi 

karena sebagaimana sudah diketahui bahwa dalam pidana terdapat asas-asas dasar yang 

merupakan prinsip yang mencerminkan pada sifat utama hukum pidana tersebut secara 

filsafati, yaitu : Asas Legalitas atau legisme (Nullum Crimen), yaitu asas yang 

menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika 

sudah tidak ditentukan terlebih dahulu didala perundang-undangan. 

Undang-undang Tentang Informasi dan Teknik Elektronik juga menganut asas legalitas 

(sebagai asas fundamental yang ada didalam hukum pidana), yaitu sebagaimana 

tampak dalam pasal 54 ayat 1 bahwa undang-undang ini juga sudah mulai berlaku pada 

tanggal yang sudah diundangkannya. Artinya, ketentuan pidana yang ada dalam 

undang-undang Tentang Informasi dan Teknik Elektronik akan dilaksanakan setelah 

diberlakukannya sejak tanggal 21 april 2008. 

Kata Kunci : Transaksi Narkotika, Media Sosial, Tindak Pidana Narkotika. 



 
 

  
 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan Teknologi dizaman sekarang semakin sulit untuk dikontrol 

karena sudah banyak disalah gunakan. Pemanfataan iteknologi iinformasi, imedia 

idan ikomunikasi itelah imengubah ibaik iperilaku imasyarakat imaupun iperadaban 

imanusia isecara iglobal. iPerkembangan iteknologi iinformasi idan ikomunikasi ijuga 

itelah imenyebabkan idunia imenjadi itanpa ibatas i(borderlesi) idan imenyebabkan 

iperubahan isosial, iekonomi idan ibudaya isecara isignifikan isecara iberlangsung 

idengan icepat. iLebih ilanjut, iperkembangan iteknologi ipemanfataannya ijuga isudah 

iditandai ioleh iinternet iyang iterwujud iberbagai ikegiatan iseperti iE-Commerce, iE-

banking, iE-Government, iE-Learning, iE-Legislative. iKegiatan iteknologi iinformasi 

ijuga idapat idimanfaatkan iuntuk isaling iberkomunikasi, ipenyebaran, idan ipencarian 

idata. iTidak idapat idisangka ibahwa isalah isatu ipenyebab iutama iterjadinya iera 

iglobalisasi iyang isangat ilebih icepat idari idugaan isemua ipihak ikarena 

iperkembangan ipesat iteknologi iinformasi. 

Berdasarkan ikondisi itersebut iitu, imaka ipemerintah iNegara iRepublik 

iIndonesia isudah itelah imengundangkan iUndang-Undang iNomor i11 iTahun i2008 

iTentang iInformasi idan iTransaksi iElektronik i(yang idisingkat imenjadi iUU iITE). 

Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga sudah mengatur 

tentang penggunaan teknologi untuk memperoleh informasi secara luas dan terarah 

demi terciptanya masyarakat elektronik yang harus selalu menerapkan moral dan 

etika didalam aspek kehidupannya. Didalam sistem jejaring sosial media juga 

sudah dapat memudahkan orang-orang saling terkoneksi dengan yang lainnya 

untuk memudahkan perkembangan kejahatan narkotika yang ada dikalangan 

masyarakat yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 



 
 

  
 

35 yang berbunyi (perederan inarkotika, ibaik idalam irangka iperdagangan, ibukan 

iperdagangan imaupun ipemindah itanganan, iuntuk ikepentingan ipelayanan 

ikesehatan idan ipengembangan iilmu ipengetahuan idan iteknologi) iPenyimpanan, 

ipengolahan, ipengedaran, iserta imempromosikan iobat-obatan isaat iini ijuga iyang 

iakan idiatur ioleh idalam iUndang-Undang iNomor i36 iTahun i2009 itentang 

iKesehatan. iSeperti iyang idiatur idalam ipasal i98 iayat i(2) “Setiap orang yang tidak 

memiliki keahlian dan kewengangan dilarang mengadakan, menyimpan, 

mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat 

obat”.  

B. TUJUAN PENELITIAN 

Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang alat bukti tindak pidana. 

Untuk mengetahui apakah transaksi narkotika melalui media sosial dapat dijadikan 

sebagai alat bukti dalam tindak pidana narkotika. 

C. METODE PENELITIAN 

Untuk imenjawab ipermasalahan iyang iada iPeneliti imelakukan ipengumpulan 

ibahan ihukum iyang imelalui istudi idokumen i(studi ikepustakaan) imeliputi ibahan 

ihukum iprimer, ibahan ihukum isekunder idan ibahan ihukum itersier iyakni idengan 

icara imelakukan iinventarisasi idan iindentifikasi iyang iterhadap isejumlah iperaturan 

iperundang-undangan, idokumen ihukum, icatatan ihukum, ihasil-hasil ikarya iilmiah 

idan ibahan ibacaan/literature iyang iberasal idari iilmu ipengetahuan ihukum idalam 

ibentuk ibuku, iartikel, ijurnal idan ihasil ipenelitian iyang iada ikaitannya idengan 

Transaksi Narkotika melalui media sosial sebagai alat bukti tindak pidana 

narkotika. 



 
 

  
 

kemudian idianalisis idengan imetode ikualitatif, iyaitu idengan imemahami 

idan imembandingkan ibahan ihukum iprimer idan ihukum isekunder iapakah iada 

iperbedaan, ipersamaan ipendapat ihukum idan iada itidaknya ikesenjangan. iLangkah 

iterakhir iyang iakan idilakukan iadalah idengan imenarik ikesimpulan isecara ideduktif 

iyaitu imetode ipenyimpulan iyang ibertitik itolak idari ipreposisi iumum iyang 

ikebenerannya itelah idiketahui idan iberakhir ipada isuatu ikesimpulan iyang ibersifat 

ikhusus. iMetode ipenyimpulan ijuga iyang ibertolak idari ipreposisi iumum iberupa 

iperaturan iperundang-undangan iyang iakan iberlaku ihal-hal iyang isangat ikhusus 

iberupa ipermasalahan iyang iberkaitan isangat ierat idengan “Transaksi narkotika 

melalui media sosial sebagai alat bukti tindak pidana narkotika”. 

D. PEMBAHASAN 

Secara umum, fungsi hukum ialah yang mewujudkan hidup bersama yang 

teratur sedemikian rupa sehingga keadaan tersebut dapat menunjang perkembangan 

pribadi manusia masing dalam mencapai tujuan hidup. Hakikatnya, fungsi hukum 

juga adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak 

manusia dan mewujudkan keadilan didalam hidup bermasyarakat. Berkaitan 

dengan fungsi hukum, Lawrence M. Friedman mengemukkan bahwa fungsi huum 

adalah sebagai sarana dalam ipengawasan iatau ipengendalian isosial i(sosial icontrol), 

ipenyelesaian isengketa i(dispute isettlement) idan irekayasa isosial i(social 

iengineering, ireditributive, iinovation). 

Sedangkan imenurut iSoerjono iSoekanto, ifungsi ihukum iitu iialah imemberi 

ipedoman ipada imasyarakat itentang ibagaimana imereka iharus ibersikap idan 

ibertingkah ilaku, imenjaga ikeutuhan imasyarakat, imemberikan ipegangan ipada 



 
 

  
 

imasyarakat iuntuk imelakukan ipengendalian isosial. Berdasarkan pasal 1 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulan adanya atas legalitas dalam 

hukum pidana yang ada di Indonesia. Asas legalitas ialah merupakan asas umum 

yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana yang harus dicantumkan 

dalam peraturan perundang-undangan yang terlebih dahulu. Asas legalitas, yang 

dirumuskan secara lengkap dalam bahasa Latin ialah nullum crimen sine lege dan 

nulla poena sine lage yang diakui sebagai asas dasar hukum pidana di negara-

negara liberal kapitalis maupun sosialis yang sudah termasuk oleh Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Indonesia. 

Asas legalitas ini sangat krusial kepentingannya bagi penentuan apakah 

suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau tidak, terlebih lagi 

dalam suatu kejahatan teknologi apakah masuk kedalam masalah hukum atau 

masalah etika. Maka peran asas legalitas bagi landasan awal dalam menetukan 

perbuatan suatu tindak pidana sangat dibutuhkan. Dalam pasal 184 Kitab Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sudah mengatur mengenai alat bukti yang 

sah, yaitu : 

1. Keterangan Saksi 

2. Keterangan Ahli 

3. Surat 

4. Petunjuk 

5. Keterangan Terdakwa 



 
 

  
 

Di iIndonesia, imasalah inarkoba isebenarnya isudah imendapat iperhatian iyang 

isangat iserius idari ipemerintah, iyaitu idengan idiberlakukannya idi idalam iUndang-

Undang iNomor i35 iTahun i2009 iTentang iNarkotika, iyang ibertujuan iuntuk 

imengawasi isecara iketat ibagi ipengguna idan iperederaan inarkoba iuntuk ikepentingan 

ipelayanan ikesehatan iatau ipengembangan iilmu ipengetahuan. iPenyalahgunaan 

inarkotika iitu ijuga isering iterjadi itanpa isepengetahuan ipengawas idokter. iMasalah 

ipenyalahgunaan inarkoba ijuga isemakin ibanyak itersiar idi imedia, ibaik imedia icetak 

imaupun imedia ielektronik. iBadan inarkotika inasional i(BNN) ijuga imelirik imedia 

isosial isebagai ialat imelakukan isosialisasi iterhadap ibahaya inarkotika idan 

ipencegahannya ikepada imasyarakat iluas, imelalui imedia isosial, iyang idiharapkan 

iialah iinformasi ipenting iyang imengenai ipenanganan inarkoba isemakin icepat 

imenyebar idan itepat isasaran. iKita itahu ibahwa imedia isaat iini isangat imudah iuntuk 

idinikmati ibaik imelalui isurat ikabar, iinternet iatau itelevisi. 

Tindak ipidana inarkotika ijuga isemakin imarak iyang iakan idilakukan imelalui 

ijejaring imedia isosial iyang iberupa isitus-situs ifacebook, itwitter idan iyoutube iyang 

iakan imenjadi isaran ibagi ipara ipelaku ididalamnya iuntuk imelakukan itindak 

ikejahatannya iseperti ipenjualan, ipembelian ipengederan idan ibahkan ijuga 

iperekrutan iagen-agen ipengedar inarkotika. Dan transaksi narkotika yang melalui 

media sosial yang dapat dijadikan sebagai alat bukti didalam tindak pidana 

narkotika ialah sebagaimana yang ada didalam undang-undang tentang informasi 

dan teknik elektronik seperti transaksi narkotika yang belum ada tercantum 



 
 

  
 

terkecuali didalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba terdapat 

didalam pasal 35 yang berbunyi “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau 

serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka 

perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.  

Berdasarkan Pasal 5 Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang- 

undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan 

: 

1. Informasi iElektronik iatau iDokumen iElektronik iatau ihasil icetaknya 

imerupakan ialat ibukti ihukum iyang isah. 

2. Informasi iElektronik iatau iDokumen iElektronik idan/atau ihasil icetaknya 

isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) imerupakan iperluasan idari ialat ibukti 

iyang isah isesuai idengan iHukum iAcara iyang iberlaku idi iIndonesia. 

3. Informasi iElektronik iatau iDokumen iElektronik iatau ihasil icetaknya 

isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) imerupakan iperluasan idari ialat ibukti 

iyang isah isesuai idengan iHukum iAcara iyang iberlaku idi iIndonesia. 

4. Ketentuan imengenai iInformasi iElektronik idan/atau iDokumen iElektronik 

isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) itidak iberlaku iuntuk. 

5. Surat iyang imenurut iundang- iundang iharus idibuat idalam ibentuk itertulis. 



 
 

  
 

6. Surat ibeserta idokumennya iyang imenurut iUndang- iundang iharus idibuat 

idalam ibentuk iakta inotariil iatau iakta iyang idibuat ioleh ipejabat ipembuat 

iakta. 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Hal ini berkaitan dengan adanya asas legalitas yang menyatakan bahwa 

dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi 

elektronik yang sudah dicantumkan dalam pasal 54 ayat 1, maka untuk 

menggunakan data elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang 

sah. 

2. Fenomena imedia isosial iyang isebagai isarana isosial ipenyebaran inarkotika 

imemicu ipeningkatan itindak ipidana inarkotika iyang iada idi iindonesia. iHal 

iini ijuga imenjadi ialasan imengapa iindonesia imenjadi isalah isatu inegara 

idengan ikondisi idarurat inarkoba. iHal iini ijuga iakan idiakibatkan ikarena 

iadanya iperederan ipenjualan ipsikotropika itersebut iyang iakan idilakukan 

ioleh ipihak-pihak iyang itidak ibertanggung ijawb isehingga ipihak itersebut 

idapat imeraup ikeuntungan idari ikecil ihingga ibesar. 

B. SARAN 

1. Perlu dibuat undang-undang khusus untuk mengatur alat bukti transaksi 

narkotika yang melalui media sosial sebagai tindak pidana narkotika. 



 
 

  
 

2. Mengenai kendala alat bukti yang ditemukan sebagai transaksi narkotika 

yang melalui media sosial perlu dipertegas karena, pemerintah harus lebih 

sigap untuk merancang undang-undang tentang transaksi narkotika melalui 

media sosial untuk kedepannya jika terjadi. 
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